BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN
DAN PEJABAT MEWAKILI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Di LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
K.26-20/v.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tatacara
Pengangkatan Pegawai Negen Sipll sebagai Pelaksana Tugas dan
Surat Nomor K.26-3/V.5-10/99 Tanggal 18 Januar 2002, parihal
Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian;

bahwa untuk tertib administrasi penunjukan Pelaksana Tugas,
Pelaksana Harian, dan Pejabat Mewakili pada Satuan Kefja Perangkat
Daerah periu diatur ketentuan tentang tata cara pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud pada
huruf a dan huruf b di atas, periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1859 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemientukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republikdidonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-'!ndang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomer 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Fahun 1989
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Normor
3890},

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4388);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah telah disbah beberapa kall dan yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 26808 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Repubiik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan anfara Pemerintah Pusst dan Pemerintahan Oaerah
(Lembaran Negara Repubilik Indomsia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambathan L.embaran Negara Republik indonesia Nomor 4438) ;



6. Undang-Undang Nomaor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Perawran Pemerintan Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4019),

8. Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193),

9. Peraturan Pemenntah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturen Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural {Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indunesia Nomoar 4194);

10. Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerirtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

12, Pperaturan Dasrah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupsaten Kapuas Huks

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA
HARIAN DAN PEJABAT MEWAKILI PADA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH Di LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas Huiu.

2. Pemerintah Kabupaton adalah Kepala Daerah bocorta Parangkat dasrah otonom yang lain
sebagai badan eksekutif daerah.
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Bupati adalah Bupati Kapuas Huiu.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutya di singkat SKPD adalah Satuan Keria
Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

7. Kepala Satuan Kerja Perangka! Daerah adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

8. Pejabat Struktural adalah Pegewai Neger Sipil yang menduduki jabatan strukturai pada
Satuan Kera Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

9. Pejabat Non Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

10. Eselon adalah tingkatan jabatan strukturai dalam satuan organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

(TT) Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditufijuk
untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang lowong.

N

@Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat PLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk

untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang pejabat defenitifnya berhalangan sefama 7
(tujuh) hari kerja atau lebih.

@ Pejabat Mewakili yang setanjutnya disingkat PJW adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk
untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang pejabat defenitifnya berhalangan sementara
kurang dari 7 (tujuh) hari kerja.

BAB |
TAYTA CARA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS

Pasal 2

Pegawai Negen Sipil dapat ditunjuk sebagai PLT dalam jabatan struktural tertentu, dengan
ketentuan:

{1} Jabatan struktural tersebut dalam keadaan lowong atau pejabat defenitifnya belum
ditetapkan/dilantik cleh pejabat yang berwenang.

(2) Penunjukannya tidak perlu dengan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan
cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat berwenang.

{3) Penunjukan sebagai PLT tidak membawa dampak terhadap kepegawaian Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan dan tidak diber tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai PLT,
sedangkan bagi Pegawai Megeri Sipl yang menduduki jabatan fungsional tertentu tetap
meandapatkan hak dalam pengumpulan angka kredit.

(4) Penunjukan PLT diutamakan bagi Pegawai Neger Sipit yang bertugas pada Setuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan kecuali untuk jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam keadaan tertentu karena pertimbangan strategis bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.

(5) Penunjukan PLT tidak boleh menyebabkan lepasnya jabatan defenitif Pegawai Negeri Sipil
yang ditunjuk dan tunjairgannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan defenitifnya.

(6) Pegawal Neger Sipil yang menduduki Jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PLT
dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat Iebih tinggi pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan.



' (7) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai
PLT dalam jabatan struktural eselon 1V.

Pasal 3

Surat Pedntah untuk penunjukan PLT dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran | yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
(1) Penunjukan PLT dalam jabatan struktural eselon |i ditetapkan oleh Bupati.
{2) Surat Perintah Penunjukan PLT dalam jabatan struktural eselon il dtandatangani oteh Bupati.

(3) Dalam hal Bupati berhalangan, Surat Perintah penunjukan PLT dalam jabatan struktural
eselon H ditandatangani cleh Wakil Bupati.

Pasal 5

Proses administrasi penunjukan PLT dalam jabatan struktural eselon Il dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

(1} Penunjukan PLT dalam jabatan struktural eselon Ill dan eselon 1V ditetapkan oleh Sekretaris
Daerah dengan memperhatikan usulan dar Satuan Kerja yang bersangkutan.

(2) Surat Perintah Penunjukan PLT Pejabat Struktural Eselon il dan Eselon IV ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 7

Proses administrasi penunjukan PLT dalam jabatan struktural Eselon Il dan Eselon IV

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan usulan yang disampaikan oleh Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah .

BAD 111

TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
DAN PEJABAT MEWAKILLI

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat ditunjuk sebagai PLH atau PJW dalam jabatan struktural tertentu,
dengan ketentuan:

(1) Pejabat defenitif atau PLT dalam jabatan struktural tersebut sedang berhalangan sementara
seperti melaksanakan tugas dinas keluar kota/daerah dalam jangka waktu tertentu,
menunaikan ibadah haji, sakit, cuti, (kecuali cuti diluar tanggungan Negara), atau alasan lain
yang serupa dengan itu.



(2) Penunjukannya tidak perlu dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan
cukup dengan surat perintah dan pejabat berwenang.

(3) Penunjukan sebagai PLH atau PJW tidak membawa dampak terhadap kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil yang brsangkutan dan tidak diberi tunjangan jabatan dalam kedudukannya
sebagai PLH atau PJW, sedangkan bagl Pegawai Neger Sipil yang menduduki jabatan
fungsional tartentu tatap mendapatkan hak dalam pengumpulan angks kredit.

(4) Penunjukan PLH atau PJW diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada
Satuan Kara Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan,

(5) Penunjukan PLH atau PJW tidak boleh menyebabkan lepasnya jabatan defenitif Pegawai
Negeri Sipil yang ditunjuk dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan defenitifnya.

(6) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai PLH
atau PJW dalam jabatan strukiural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

(7) Pegawai Neger Sipil yang tidak menduduki jabatan struktura! hanya dapat ditunjuk sebagai
PLH atau PJW dalam jabatan struktural eselon IV,

Pasal 9

Surat perintah penunjukan PLH atau PJW dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran Il atau
Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Feraturan Bupati ini.

Pasal 10 /-

(1) Penunjukan PLH atau PJW bagi pejabat eselon || ditetapkan oleh Bupati. o
(2) Surat perintah penunjukan PLH atau PJW bagi pejabat struktural eselon 1l ditanda tang\:\ni.
oleh Bupati dan apabita Bupati berhalangan}dapat ditanda tangani oleh Wakil Bupati.

(3) Proses administras: penunjukan PLH atau PJW bagi pejabat struktural eseion |l dilakaanah%n

oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan berdasarkan atas usulan dar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan.

Paisat 11

Penunjukan PLH atau PJ\V dalam Jabatan Struktural Eselon Il ke bawz h, diatur sebagai berikut:

{1} Penunjukan PLH atau PJW dalam Jabatan Struktural Egelon |l ditetapkan ocleh Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan, dengan menunjuk seorang pejabat yang
kedudukannya satingkat lebin rendah dilingkungannya.

(2) Penunjukan PLH atau PJW dalam Jabatan Strukiural Eselon 1ll ditetapkan oleh Pejabat
Struktural Eseion |§ yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut dengan menunjuk
seorang Pejabat Eselon tll lain di lingkungannya atau Pejabat Eselon IV di lingkungan pejabat
yang berhalangan tersebut.

(3) Penunjukan PLH atau PJW aqalam Jabatan Struktural Eselon IV ditetapkan oleh Pejabat
Struktura! Eselon {ll yang membawahi pejabat yang berhalangan terssbut dengan
menunjukan seorang Pejabat Eselon IV lain di lingkungannya atau seorang Pejabat Non
Struktural di li..gkungan pejabat yang berhatangan tersebut.



{(4) Surat Perintah Panunjukan PLH atau PJW dalam Jabatan Struktural Eselon Il dan Eselon IV

S

(1)

(2)

sebagai mana tersebut pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ditandatangani oleh Pejabat yang
berwenang menetapkan PLH atau PJW.

Proses administrasi Penunjukan PLH atau PJW dalam Jabatan Struktural Eselon Il dan
Eselon IV dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tembusan kepada Bupati
Up. Sekretans Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki Sekretaria, apabila Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berhalangan sementara, maka tanggungjawab
pelaksana tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan langsung
dipegang oleh GSekretaris sesuan dengan batas kewenangan yang dimiliki dan yang
diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Apabila Kepala dan Sekretaris Satuan Kefja Perangkat Daerah (SKPD) secara bersamaan

berhalangan sementara, maka tata cara Penunju<an PLH atau PJW adatah sebagamana
dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Persyaratan mengenai penunjukan PLT, PLH dan PJW tetap memperhatikan ketentuan
kepegawaian yang berlaku.

(1

(2)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor
13 Tahun 2004 tentang Mekanisme Pentnjukan Palgksana Tugas dan Pejabat Mewakili
pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan segala ketentuan
yang mengatar hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini di cabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Hal fain yang belum diatur dan belum cukup diatur daiam Peraturan Bupati ini sapanjang
mengenal telhis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mesmerintabkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ksebupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal A& JAMUARISBOH0

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 28 Januan 2010

Plh. Sekretan. Daerah Kabupaten Hulu,

Ll

Drs. ABDULLAH USMAN, M.Si
Pembina Tingkat 1
Nip. 1958 0323 198003 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2010 NOMOR 4




{ AMPIRAN | : PERATURAN BUPAT! KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 200 TANGGAL 25 JANUARI 2010

MENIMBANG

DASAR

.

MEMPERHATIKAN

()

W go Ot

BENTUK NASKAH DINAS
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS

'f KOP DINAS

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
NOMOR :.

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perfu ditetapkan
dengan Sural Perintah Pejabat Pelaksana Tugas.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959,

Undang-undang Nomor 43 Tahwy 1999;

Undeng-undang Nomor 32 Talum 2004 sebagaimana tetah dirubzh beberapa kali dan yang
terakhir Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturen Pemerintah Nomor |3 Tahun 2002;

Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008.

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor ._....Tehun........

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-20/V.24-25/99 Langgal 10
Descmber 2001 tentang Tata Cara Pengar gkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas;

MEMERINTAHKAN

KEPADA :
Nama
NIP
Pangkat/Gol_ruang
Jabatan
UMNTUK 1. Terhitung mulai tangeal .................. 2010, disamping rtugas pokoknya  setaku
Staf7Kasi/Kabag/Kabid pada Dinas/Badan/Kantor............... Kab. Kepuss Hulu, juga melzksansknn
tugas schagai Pejabet Peluksana Tugas (PLT.) Kasi/Kabay/Kabid pada Dinas/Badan/Kantor............

Kabupaten Kapuas Hulu;
Melakannakan Perintah ini dengan seksame dan penuh mass langguny jawab,

3. Surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas ini berekhir dengan sendirinya setelah dilakukannya pengangkelan
pejabat definitif.

Demikian Sural Perintuh Pejabat Pelaksana Tugas ini dikeluarken untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tngpung jawab.

Dikeluarkan di : Putussibau
Padatempgal: ... 2010

a.n. BUPATI KAPUAS HULU
Sekretarias Daersh,

Ir. . MUHAMMAD SUKRI1
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590922 198903 | 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
|. Bupati Kapuas Hulu di Prubussibau;
2. Inspektur Kab, Kapuas Hulu di Putussibau;

3. 3KPD yang bersangkuian. ..

4. Yang bersanglautan,



LAMPIRAN i : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 200 TANGGAL 45 Jxouafy 010

BENTUK NASKAH DINAS
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN

KOP DINAS

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

MENIMBANG A, R T R Y s B L s B L B R o
b. . .
€. bahwa umuk maiksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perfu ditcrapkan
dengan Surat Perintah Pejabat Pelaksena Harian.
DASAR l. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Unding-unding Nomor 32 Talmrn 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan yang
- terakhiir Notnor 12 Tahun 2008,
4. Pernturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peranaren Pemerintah Womor 8 Tahun 2003,
6. Peraturan Pemerintab Nomor 9 Tahun 2003,
7.  Peraturan Daecrah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tehun 2008,
8 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor ...... Tahun.......
9. Dst...
MEMPERHATIKAN Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V_5-10/99 tanggal 18 Januari
2002 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana [Harjan;
MEMERINTAHKAN
KEPADA :
Nama 9““““ LEBIN DA, >
NIP N ‘ﬁa
Q
Pangkat/Gol.ruang
Jabaten
Sy
d.’NTUK : 1. Terhihmg mulai tanggal ............ ...2010,  disamping tugas pokoknya  selaku
Staf/Kasi/Kabag/Kabid pada Dmas’Badmenntor ............. Kab. Kapuas Hulu, juga melaksanakan
tugas scbagai Pejabat Pelaksana Harian (PLH.) Kasi/Kabag/Kebid pada Dinas/Badan/Kantor............
Kabupaten Kapuas Huby;

Melaks<anakson Perintab ini denpen scksama den penuh resa tanggong jawab;

3. Surat Perintah Pejabat Pelaksana Harian ini berakhir dengen sendirinya setelah Pejabat defienitf kembali
melaksanakan tugas.

Dcmikian Surat Perintah Pejabat Pelaksana Harian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggumg jawab.

Diketuarkan di : Puimasiben

Padatanggal @ ...................s 2010
Kepala SKPD...........,
Nama
Pangkst............ -

N]Po Aamssnsnnpnpddvurd i i i il A A RSN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibao;
Up. Sekretaris Daerah Kabup~ten Kapuas Hulu di Putussibau
2. inspckiur Kab, Kapuas Hulo di Putussiban;
3. Kepala Baden Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

4, Yang bersangkutan.



LAMPIRAN Il - PERATURAN BUPAT! KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 200 TANGGAL 5 JAOUARL 2010

MENIMBANG

DASAR

v,

§

KEFADA :

i INTUR

L

4.

BENTUK NASKAH DINAS
PENUNJUKAN PEJABAT MEWAKILI

A VST Y
KQP DINAS

SURAT PERINTAH PEJABAT MEWAKIL

NOMOR :........

b.
c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan
dengan Surat Perintah Pejabat Mewakili.
1. Undeng-undang Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 43 Tabun 1999,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan yang
terakhir Nomor 12 Tahun 2008;
4, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tahun 2003,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008.
8. Persturan Bupan Kapuas Hulu Nomor ... . Tahun........
9 Dst......
MEMERINTAHKAN
Mﬂ KURANG DAy
Nama C’* ’ll‘
NIP
Pangkat/Gol.ruang
Jabatan
Terhitung mulal  tanggal ... 2010, disamping tugas pokohnya  aclaku
StaffKasi/Kabag/Kabid pada Dinas/Badan/Kantor............... Kab. Kapuas Hulu, juga melaksanakan
tugas sebapai Pcjabat Mewakili (PJW.) Kasi’Kabag/Kabid pada Dinas/Badan/Kantor............ Kabupaten
Kapuaa Hulu,
Meleksanakan Perintah ini dengun seksama dan penuh rasa tanggung jawab;
Surat Perintah Pejabat Mewakili ini berukhir dengan sendirinya setelah Pejabat defienitf kembali

melaksanakan tugas,

Demikian Surat Penimab Pejabat Pelaksana Harian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa trnggung jawab.

Dikeluarkan di : Putussibao
Padatanggal : ..................... 2010

Kepals SKPD_..._._._ -

Tembusan disampaikan kepads Yth.:
1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
Up. Sekretaris Dnerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussiban,
2. Inspeirur Kab, Kapuas Huolu di Putussibsa:
3. Kepaia Badan Kepegawnian Dacrah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkuian.
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Menimbang . a

Mengingat

Memparhihkan

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Julan Anlasari No, 2 Telp (0F067) 21003-21252-21402-21403 Fax (0507 21397 Pulussibay
Kude Pus 78711

SURAT PERINTAH PEJABAT PELAKSANA TUGAS
NOMOR: 875,17 €ed @ /BKSPSDM-B

Sehubungan dengan telah memasukinyd balas usia pensiun Sdr. Johadi, 5.50s. maka Jabatan
Sekretarls menjadi lowong, maka <ambit menunggu penalaan personil secara definitif pada Struktur
Organieasi Badan Kepagawaian dan Fangembangan Sumber Daya Manusia Kabupalen Kapuas
Hulu, dipandang peru menunjuk pejabat sebagat Pejaba. Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Badan
Kepegawawan dan |'angembangan Sumber Uaya Manueia Kabupaten Kapuag HulJ;
bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huru! a di atas, penu ditetapkan dengan Surat
Perinlat 'gjabal Melaksana Tugas

Undang undang Nomor 2/ 1ahin 149458,

Undang-undang Nomor § Tahun 2014;

Undang-undag Nomor 23 Tahun 2014;

Peraluran Femerintah Nomor 18 Tabun 2016;

Peralutan Pemerintal Nomor 1 Tahun 2017,

Peraturan Daerah Kabupat sn Kapuas Huly Nomar 7 Yahun 2046;
Peraturan Bupall Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016.

PGz D —

b T = =

1. Sural Kepala Cadan Kepegawaian Nepara Nomor K.26-30/V. 20-3/49, tanggal b Fabruarl )18 tantang

Rewenangan Peldksaiia Harian dan Peidksang | ugas dalm Aspek Kepegawmgn;

2. Pesaturan Bupali Kapuas Huly Noimgr 4 Tahun 2010 (emang Mokanisme Penunjukan Pelaksana

Kepads

Litluk 1

2.
| J.

lugas, ejabat Pelaksana ilarian dan Hejahal Mewakili pada Unit Kerja Di Lingkungan Pemenintah
Kabupaten Kapuas | tulu.
MEMERINTAHKAN

Saudara Syshbudinsyah, b.bos, NiF 19720010 200001 1 U0, Pangkat/aol. Ruang Pembing {IVia),
Jabatan Kepala Bidang Data, Dialphin dan Keselahteraan Pagawai pada Radan Kepsgawaisn 1lan
Pcngombﬂﬂﬁﬂn Suimber Daya Manusia Kabupaien Kapuas Bulu,

- Terhitung ol tanggal 2 Apnl C1R disamping Jabatinnya sabagai Kapala Aigang Data, (isiplin dan

Kesgjahloraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Oaya Manusi
Kahupaten Kapuas Hult . ditun)uk Juga sebagal Pejabat Melaksana Tugas (FLT) Sekuelans Dadur
Kepagawaian dan Panggmbangan Sumbee Days Manusia  Kabupaten Kapuae Huly;

Melaksanakan Pennlah ini dengan seksama dan penuh rasa langgung jawab;

Sura: Perintah Pejabal Pelaksana Tuyas ini burakhir Jengan sendiinya setefah dilakukannya
pengangkatan pelabat definltif.

Demiksan Surat Perintah Pejobat Pelaksana Tugas ini dikeluarkan untuk ditaksanakan dengan penuh rasa tanggqung |awab.

Dikeiuarkan | Putussibau

N\, = MUHAMMAD SUKR!
L —Bembina Utama Madya
=P, 15500822 198903 1 004

Tembusan disempalkan kepada Yth..
4. Bupul Kupuas Hulu di Pulussibiu (subagai loporas);
b. Yang bersangkutan untuk diketahul dan dipergunakan setagaimana mestinya,



